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IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENGAWASAN KENDARAAN BERTONASE BERAT
YANG MEMASUKI JALUR DALAM KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK

Oyi Perdana Helwi

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional
harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas-dan angkutan jalan dalam
rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu
lintas dan angkutan jalan mempunyai peran starategis dalam mendukung
pembangunan.dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia..Tahun 1945.. Tujuan  Penelitian ini untuk
mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam
pengawasan kendaraan betonase berat. Adapun metode yang di gunakan dalam
penelitian ini «adalah. metode Kualitatif dengan teknik amalisis Deskriptif |,
Penelitian Kualitatif adalah“suatu, proses, yang lebih di..maksudkan untuk
memahami masalah masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan
dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks,melaporkan pandangan
dengan rinci dart sumber informan,serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya
intervensi apapun dari penulis, dengan wawancara dan observasi sebagai alat
pengumpulan data , dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam
pengawasan kendaraan bertonase berat, dinilai kurang baik karena pengawasan
yang dilakukan kurang maksimal sehingga masih terdapat kendaraan yang
bertonase berat melintasi jalur umum Kota Pekanbaru dan melanggar aturan yang
telah di tetapkan

Kata Kunci : Implementasi, Tugas dan Fungsi, Kendaraan Bertonase Berat.
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IMPLEMENTATION OF THE TASKS AND FUNCTIONS OF THE
TRANSPORTATION SERVICE IN SUPERVISION OF HEAVY TONSEN
VEHICLES ENTERING THE ROADS IN PEKANBARU CITY.
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BAB |

PENDAHULUAN

ovinsi dibagi
abupaten dan
kota di ba adi da : e atur dalam undang-
dan peraturan-
embantunya.

2 adalah Negara

penyelenggaraan pemerintahan da donesia. Di antara ketentuan tersebut

yaitu :

a) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b)  Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
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a)
b)
c)
d)
€)
f)

prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;

prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat

khusus dan istimewa;

Politik Luar Negeri;

Pertahanan;

Keamanan;

Y ustisi;

Moneter Dan Fiskal Nasional; Dan

Agama.



Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar
Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara
Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah
Negara Indonesiaydi bagi menjadi_bagian yang-lebih kecil.»Yang mana tidak lain
bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut tentu saja tidakcterlepas=dani, amanat Undang-Undang Dasar
Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas
Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal
sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaran pememerintahan daerah
yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan
mengenai pemerintahan derah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah™adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014).

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah,

dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan



dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah
pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi
vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan
adalah penugasan dari pemerintah® Pusats kepada daerah otonomi untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan . yang..menjadi kewenangan
pemerintah  Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi - kepada Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Provinsi.

Berkaitan-dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk
kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah
kemudian dibagi menjadi 2, bagian, pertama_,urusan pemerintahan wajib dan
urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2
bagian, yaitu (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan
dasar, (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Arti dari urusan urusan. pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan
dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan
ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum, masalah social
dan lain-lain.

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya

untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat.



Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari
pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal
itu sebagaimana.yang diamanatkan pada.Pasal 2 ayat.(1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, ‘‘Negara
Kesatuan Republik Indonesia-dibagi -atas’ dagrah-daerah provinsi, dan daerah
provinsi dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai
pemerintah daerah.’’

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya
lebih menitik ~beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini
dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
pemerintahan sehari-harinya-berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga
dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun
tidak langsung lebith memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan
serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai otonomi daerah di ataslah penulis tertarik
untuk melihat situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini, dimana pekanbaru
adalah salah satu kota besar di Indonesia yang harus mampu untuk mengurus
semua pekerjaan rumah yang di emban nya.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau mengalami pertumbuhan
dan perkembangan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi
Daerah.Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan daerah di Kota Pekanbaru yang

berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan



ekonomi menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru,
yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan
transportasi. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional harus dikembangkan..potensi _dan  perannya..untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan
jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan
wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran starategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-
dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu
melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika adalah sebagai berikut:

1.  Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi
dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.

3. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan
informasi.

4. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.
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5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan

pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan

6. c ; ' ang ( g ai dengan

Salah sat Dinas Perhubungan

termaktub di dalam

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bertugas
melakukan penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan
jalan di Kota Pekanbaru serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lalu
lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru tersebut.Dikeluarkannya Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota
Pekanbaru ternyata tidak dapat sepenuhnya memberikan keadaan berlalu lintas

dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dirasakan belum maksimal. Hal tersebut di

buktikan dengan tingkat pelanggran lalu lintas di Kota Pekanbaru yang sangat

Tabel 1.1

NO

melewati jalar

Rute

3. Jalan Raya Pasir Putih
4. Jalan Garuda Sakti
5.Jalan Air Hitam

6. Jalan Siak 1l

2 Utara

. Jalan Siak Il
. Jalan Air Hitam
. Jalan garuda Sakt

3 Timur

1. Arah Barat Kota Pekanbaru

Jalan Pangkalan Baru
Jalan Raya Pasir Putih
Jalan Kaharudin Nasution
Jalan Kubang Raya

4 Selatan

1. Arah Barat Kota Pekanbaru

PwobdEBRODELN PR

Jalan Kubang Raya
Jalan Soebrantas
Jalan Raya Pasir Putih
Jalan Pangkalan Baru

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020




Penggunaan jalan harus disesuaikan dengan fungsi dan intensitas lalu lintas
guna kepentingan pengaturan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan,
daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Setiap kendaraan harus
berjalan pada jalurjalan yang..telah ditetapkan. Dinas. Perhubungan Kota
Pekanbaru melalui Pasal 200 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,- menyatakanbahwa :

1) Kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) / Becak Bermotor baik yang digunakan
sebagai angkutan orang maupun barang dilarang beroperasi di Wilayah Kota
Pekanbaru, kecuali kendaraan bagi penyandang cacat.

2) Bagi kendaraan angkutan barang dengan MST (Muatan Sumbu Terberat)
lebih dari 3000 Kg yang dapat mengganggu. kelancaran lalulintas,
mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan dan mengakibatkan
kerusakan  jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

3) Penggunaan jalan selain-dari fungsi jalan yang diduga dapat menggangu
keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan penurunan tingkat
pelayanan jalan harus mendapat izin penggunaanjalan dari Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan pasal 200 ayat (2) tersebut diterangkan bahwa bagi kendaraan
yang dengan muatan lebih dari 3000 kg yang dapat mengganggu kelancaran lalu
lintas, penurunan tingkat pelayanan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan
harus seizin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Secara tidak langsung
kendaraan bertonase berat tidak dibenarkan untuk melewati jalan-jalan dalam
kota. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menetapkan bahwa jalan lingkar
kota yaitu Jalan Garuda Sakti dan Jalan Kubang Raya sebagai jalan yang

dikhususkan untuk kendaraan angkutan barang dengan tonase berat.
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Pelanggaran terhadap rambu-rambu larangan masuk kota oleh kendaraan
bertonase berat berdampak terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru,
seperti terjadinya kemacetan sehingga mengganggu aktifitas pengguna jalan
lainnya. Salah satu jalan yang sering mengalami kemacetan- tersebut adalah jalan
HR Soebrantas Panam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal 201 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009-yang berbunyi
“Mobil berat dan / atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat berat
dengan volume ukuran dan dimensi yang diperkirakan dapat mengakibatkan
kemacetan lalu lintas atau kerusakan jalan yang akan dilalui harus mendapat izin
penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.”’

Selain _menyebabkan kemacetan, kendaraan bertonase berat juga
menyebabkan menurunnya kualitas jalan yang ada di dalam Kota Pekanbaru,
seperti Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan pasar pagi yang mengalami
kerusakan akibat sering dilewati oleh kendaraan bertonase berat, juga pada ruas
jalan HR Soebrantas menyebabkan banyaknya'jalan yang bergelombang. Keadaan
ini akan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan semua
pengguna jalan. Oleh karena itu Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas. dan' Angkutan, Jalan di Kota Pekanbaru perlu
dimaksimalkan pelaksanaannya dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas dan
angkutan jalan yang lancar, terib, aman dan nyaman.

Berdasarkan pemantauan yang penulis lakukan di lapangan dengan
mengamati situasi terkait kondisi lalu lintas di sepanjang jalan HR.Soebrantas

Panam Kota Pekanbaru, penulis menemukan memang kendaraan yang melintas di

sepanjang jalan tersebut cukup padat dan di balik arus kendaraan yang pada
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tersebut penulis menemui mobil-mobil dengan ukuran yang sangat besar melintas
dengan bebas dan beriringan di jam-jam yang telah di larang oleh pemerintah.

Menurut pengamatan yang penulis juga lakukan di media-media pekanbaru
khususnya media.berita online.ternama di pekanbaru, penulis. menemukan artikel-
artikel yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian
yang ingin penulis lakukan, yaitutentang bebasnya kendaraan bertonase besar
melintas di dalam kota pekanbaru. Dan menurut salah satu artikel media online di
pekanbaru yang menyatakan bahwa:

Sejumlah warga mengeluhkan pengawasan pemerintah daerah terhadap
larangan truk atau mobil bertonase besar masuk ke dalam Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau,»masih lemah sehingga mengakibatkan kemacetan dan kerusakan
jalan. Seperti pantauan di Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru, Kamis, truk dengan
tonase di atas 10 ton bebas,melintas dengan masuk dan keluar dari Jalan HM
Yamin atau persimpangan disebut Tabek Gadang, Panam. Berdasarkan par
observasi penulis bahwa truk yang memiliki muatan bertonase lebih dari 25 ton
yang melintas dipagi hari dan disore hari ketika keadaan jalan macet dikarnakan
kegiatan jam jam pergi ke sekolahdan.masyarakat berangkat kerja, hal ini
tentunya mengganggu pengguna jalan lainnya.

Padahal, menurutnya, Dinas Perhubungan setempat sejak beberapa tahun
terakhir telah membuat aturan Jalan HR Soebrantas boleh dilintasi truk setelah
pukul 21.00 WIB hingga jam 05.00 WIB. Selain waktu tersebut, katanya, maka
dilarang truk bertonase besar dilarang masuk ke dalam kota melalui Jalan HR

Soebrantas karena padatnya arus lalu lintas. Wagiman, warga lain mengatakan,
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pemerintah kota sudah mengarahkan jalur yang bisa dilalui truk yakni di Jalan
Garuda Sakti tembus ke Jalan Kubang Raya atau sebaliknya.

Pelaksana tugas Wali Kota Pekanbaru, Edward Sanger telah meminta
kepada intansi terkait untuk membatasi tonase kendaraan.tidak hanya di jalan
tersebut. la mengaku, kualitas jalan secara umum di wilayah kota seperti di Jalan
HR Subrantas sangat sempit dengan kemampuan jumlah beban bruto cuma 10 ton
atau ideal ‘hanya dilalui delapan ton. Edward mengatakan, jika tidak ada
pengaturan atau pembatasan jumlah tonase muatan kendaraan angkutan, maka
seberapa besar uang digelontorkan demi pembangunan jalan menjadi sia-sia.

Selain informasi yang penulis dapat dari media di atas, penulis juga
mendapatkan .informasi dari media lain tentang kinerja internal dari Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru, berita yang di muat oleh media ini lebih focus
kepada kritik terhadap kepemimpinan yang ada, di dalam-Dinas Perhubungan
tersebut, dan informasi yang penulis dapatkan dari media tersebut adalah:

Pekanbaru, Datariau.Com : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) kini tinggal beberapa yang bisa melayani masyarakat, dan waktu
tunggunya lama, ditambah lagi belum. lama.ini dua pengemudi bus Transmetro
Pekanbaru terjaring razia simpatik kepolisian karena sembarangan parkir hingga
memakan badan jalan dan membuat macet di jalan Jendral Sudirman, tepatnya
halte depan Ramayana, peristiwa-peristiwa seperti ini tentunya sangat membuat
malu.Kota Pekanbaru mulai risih dengan kinerja Kepada Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru, Sebab, berbagai persoalan yang berlarut-larut tidak kunjung selesai,
persoalan yang berlarut-larut tidak terselesaikan itu seperti masalah terminal

bayangan, parkir yang semrawut, parkir illegal semakin marak, pungutan parkir
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diluar aturan, masalah transmetro yang tak kunjung mampu melayani masyarakat
dengan baik, karena jumlah bus transmetro sebelumnya banyak namun Tidak

hanya itu, pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan bertonase besar masuk

kota dan memb tidak . Koordinasi lintas
instansi j i Pedagang
Kaki Li %ﬂm : a Pekanbaru

N N ’?@g.
yang dibi a
Tabel 1.11 a pada tahun

0
NO anggaran 5030
1 | Kele ta o | l = 98
2 | Pers is L ] 6
3 Tidak me bukti ik 14
5 Izin tra 3 1
122

Sumber Dinas Per

Dari tabel diata iket i anggaran lalu lintas pada
kendaraan bertonase berat , il observasi di lapangan ,bahwa

hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari
dengan lintasan yang tidak di lewati oleh kendaraan bertonase dengan muatan di
atas 8 ton pada jalan simpang HR. Seobrantas dan jalan Kaharudin Nasution yang
di lalui pada waktu di larang ( hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai
dengan 06.00 WIB), dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama

Pihak Kepolisian akan mengambil tindakan tegas pada kendaraan bertonase besar
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yang nekat melintasi di tengah Kota, sangksi yang di ambil seperti tilang

kendaraan, hal ini dikarenakan terkait dengan rute dan jam lalu lintas kendaraan

bertonase besar itu ada penilangan dan juga pelanggaran rambu lalu lintas,
makanya kita bersama pihak kepolisian melakukan penegakan, untuk kewenangan

Dinas Perhubungan berfokus pada KIR kendaraan,tonasenya berapa akan di

sesuaikan dengan kapasitas. kendaraannya, ssangksinya sudah di atur dalam

peraturan perundang —undangan. Kemudian di Provinsi Riau terdapat 5 Jembatan

Timbangan dalam Naungan Dinas Perhubungan Setempat yaitu, Jembatan Tratang

Manuk di Pelalawan, Jembatan Timbang Logas di Kuantan Singingi, Jembatan

Balai Raja di Bengkalis, Jembatan Timbang Rantau Brangin di Kampar dan

jembatan Timbangan Ujung Batu di Rokan Hulu.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas, maka penulis
menemukan beberapa fenomena masalah yang terkait dengan penelitian yang
membahas tentang pengawasan mobil bertonase berat di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah
dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di
daerah Kota Pekanbaru, maka penulis:menemukan fenomena yang menjadi dasar
penulis untuk melakukan penelitian, dan fenomena tersebut adalah:

1.  Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, menulis menemukan
fakta bahwa kendaraan dengan tonasi berat masih bebas masuk ke daerah
kawasan. perkotaan yang mana telah di larang sesuai dengan peraturan
Daerah Kota Pekanbaru

2.  Penulis menduga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru masih sangat lemah dan terindikasi tidak
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serius dalam menangani permasalahan mengenai mobil bertonasi besar yang
masuk ke kawasan perkotaan.

3. Dampak yang dihasilkan dari bebasnya mobil bertonasi besar memasuki

pengawasa

Perhubunga

masuk ke

menciptakan ketertiban di bidang lalu lintas di Kota Pekanbaru. Berdasarkan

permasalahan tersebut dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka

penulis merumuskan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.  Bagaimanakah Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam
Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota

Pekanbaru?
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2. Untuk Mencari tau terkait dengan kendala apa saja yang di hadapi oleh

pihak Dinas Perhubungan dalam melakukan Penertiban Mobil Bertonase

Berat Yang Masuk Kedalam Kawasan Kota Pekanbaru?

C. j n Penelitian

: 0SE : elitia da a . 9ses penelitian
ini adala a “
1. isi AN 2 ﬂ s Dan Fungsi

=
y] 5
&
a

Adapun Keg

1. Penelitia

kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Mobil Bertonase Berat Yang Masuk

Kedalam Kawasan Kota Pekanbaru.
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

dengan tuj : ) Ina an rangkaian
penelitian a Y; ‘pada pe 3 , eroleh hasil yang

baik, di anta

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani
kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah.
Birokrasi adalah keseluruhan organiasasi pemerintah yang menjalankan tugas-
tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga

non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provonsi,

kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.
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Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan

sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas

pokok yang mencakup :

pemerintah an as apai tujuan serta

cita-cita da egara lam rangka ﬁﬂ embangan dan

masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan
tuntutan yang diperintah anatara lembaga serta yang memerintah dengan yang
diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan

(harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam

hubungan pemerintahan.
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Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang

pemerintahan  bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi  dan

kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan

pembangun
kemampua

pemerintah ‘ a Mé ﬂ ang merupakan

dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan
mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan
yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan
masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan
yang membawa kita kearah tujuan yang dinginkan. Para birokrat sebagaimana

administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan
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administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan
kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan seumber daya manusia dana
para administrator itu sendiri.

Organisasi_imerupakan elemen yang amat diperlukan.di dalam kehidupan
manusia- (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu Kita
melaksanakan hal-hal atau _kegiatan-kegiatan, yang tidak dapat dilaksanakan
dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa
organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan
ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja oraginisasi
pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan
organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipenagruhi tiga hal pokok
yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial.

Meskipun~ suatu kebijakan sudah dirumuskan -dengan jelas dan
memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih
berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan
sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi aka.mendukung kepatuhan. Jika
sema dalam kondisi sama baik itu. struktur dan sebagaimana keberhasilan
implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan
itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan
mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi
pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.Pelaksanaan fungsi
pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya,

maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi
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kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial
yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan
keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian
masyarakat dan pembangunan-akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara
lain adalah sebagai berikut :

a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari
luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang
dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;

b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara
warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi
didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan
status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;

d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam
bidang-bidang yang- tidak, mungkin.-dikerjakan oleh lembaga non
pemerintahan;

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;

f.  Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;

g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup:

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Labolo (2011:37) menyatakan
bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik.
Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan
bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang
diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.
Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup

masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan.Eksistensi
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pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan
keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara,
dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau
kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali
bahwa pemerintahan sesungguhnya. ‘mefupakan upaya mengelola kehidupan
bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan
bersama.Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumiah aspek penting seperti kegiatan
(dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya.Kegiatan
pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang. terorganisasi, bersumber
pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan
Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan
sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling-berhubungan secara
fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara.
Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas
dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemeritah.

b.  Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemeritntahan, menurut Kusnardi dan Harmally Ibrahim dalam Arsil
(2017:13) dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis yang
bersifat horizontal dan vertical. Secara horizontal, bagan organisasi Negara itu
dapat dibagi ke dalam fungsi-fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat
pekerjaan atau tugasnya, sehingga menghajatkam bentuk organisasi secara vertical
melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah ataupn Negara bagian yang

menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.
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2.  Konsep Organisasi Pemerintahan
Menurut Chestar 1 Barnard (dalam Syafi’ie 2011 : 11) Organisasi adalah

sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu

orang atau s 0 e 1 amun Secara

keilmuan, : 1 diartikan d lain ada yang
mendefinisi
an orang-orang

yang mengelola kewen : epemimpinan dan

koordinasi peme an serta pe : embaga-lembaga

pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan
persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage,
serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga
atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan
Negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik

yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai
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tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan
publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi’ie 2011 : 12) organisasi
adalah sebagai suatu alat saling.hubungan_satuan-satuan kerja yang memberikan
mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi
dengan demikian pekerjaan dapat'dikeordinasikan oleh perintah dari para atasan
kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh
badan usaha.

Menurut Siagian dalam Umam (2012:19) mengemukakan organisasi adalah
setiap bentuk persekutuan antardua orang atau lebih yang bekerja sama serta
secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan,
dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut bawahan.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena
kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuali
situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yag berwenang.Sedangkan publik adalah
masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah
sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai prilaku dari sejumlah
actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu
bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public
adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi

untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah
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strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada
masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan

tentang kebijakan sebagai | an sua a ‘[f aksudkan untuk
mengatasi permas 2 )agali A UK mencapai tujuan

tertentu.

terdapat hambatan-hambatan (kesu esulitan),dan  kemungkinan -
kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan
agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari
suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apaabila dibagi-bagi dalam beberapa

kategori yaitu:
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1.  Policy demands atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau
kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara
pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya
masalah yang mereka rasakan.

2.  Policy decision atau putusan kebijakan;-adalah putusan yang dibuat oleh
pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-
kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk
mengeluarkan ketetapan, ~mengeluarkan atau  mengumumkan perintah
eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi
hukum yang penting.

3. Policy statement atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal
atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk
policy statement atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative,
dekrit dan perintah eksekutif,peraturan administrative, pendapat pengadilan,
dan sebagainya.

4. Policy output atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijkan
publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan
dan pernyataan kebijkan.

5. Policy outcomes atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan
yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan,
yang berasal dari apa yang dikerjakan atau. yang tidak dikerjakan oleh

pemerintah.

4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi
hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tekhnik yang bekerjasama
untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang
diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam

pencapaian dari dampak yang diharapkan.



27

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139)
mendefinisikan implementasi kebijkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pulau berupa
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yangpenting atau keputusan
badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van.Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan
bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang di lakukan baik individu
atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam
rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang
mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adlaah cara agar sebuah kebijakan
dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan “‘tidak = kurang untuk
menginplementasikan kebijakan, publik; maka ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung imengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
melalu formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant
Nugroho, 2004:158).

Program kebijaan yang telah di-ambil sebagi alternatif pemecahan masalah
harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun
agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian
implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan
Publik yang membumi bahwa: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan
yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif
mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan

kebijakan yang telah diseleksi” (dalam tesis Wardan Amdan (2014:23).
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Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu
menagtur secara.eksekutif dan.efisien sumber-daya, unit-unit dan tekhnik yang
dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap
perencanaan yang telah dibuat; dan ‘petunjuks yang dapat diikuti dengan mudah
bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan
Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yeng dilakukan setelah
kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan
kebijakan dan-evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika
top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang
masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongKrit atau makro.

Implementasin kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam
proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu
proses kebijakan dit mana tujuan serta dampak-.kebijakan dapat dihasilkan.
Sementara itu Lester dan* Stewart dalam.tesisi Wardan Amdan (2014:25),
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam
pengertian lua merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi faktor,
organisasi, prosedur dan tekhnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji
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terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak

bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

a.

g penting

dan mutlak, se sis Wardan
Amdan (2

a.

b asaran, dan di

perubahan atau

c tanggungjawab

s implementasi

nyai unsur yaitu

program tujuan yang dinginkan.

Sehingga dalam p kesalahan, kalaupun

ada kesalahan maka a epat. Sementara Meter dan

Vanhorn dalam tesis Wardan A 26) mengetengahkan beberapa unsur

yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam
menginplementasikan kebijakan:

1.  Kompetisis dan ukuran staf suatu badan

2.  Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan
proses dalam badan-badan pelaksana.

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi

4. Vitalisasi suatu organisasi
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5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai
jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat
kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-
individu di luar organisasi

6. Kaitan formal dam informal suatu-badan dengan badan pembuat keputusan

dan pelaksana keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Metter dan Vanhorn dalam tesis Wardan
Amdan (2014:26) ini adalah hal yang sangat penting, Karena Kinerja implementasi
sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila
implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat
menjalankan Kkebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan dalam menilai kerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang
berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu
faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses ‘penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan
proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat
kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors)
(Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan
kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang

menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga
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pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan
pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan
efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi«dalam" implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi
penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan
konsistensi informasi (consistency). -Dimensi, .tranformasi menghendaki agar
informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada
kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar
informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan
interpretasi dari_pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang
terkait dalam* implementasi Kkebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi
menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak
menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak
terkait yang berkitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di
realisasikan.

2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan, penting dalam implementasi kebijakan.
Edward 11l dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas
dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun
akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para
pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara
efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di

sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung
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keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya

manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai

berikut :

a)

b)

d)

Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari
sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas
sumber™ daya manusia.-~ ‘berkaitan-“ dengan  keterampilan, dedikas,
profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan
dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi
seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang
kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan
lambat.

Anggaran.(Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran Dberkaitan dengan kecukupan
modal atau investasi ;atas suatu program.atau kebijakan untuk menjamin
terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi,
kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran.

Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak,
seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam
keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan,
terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana
mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan
penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang

dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
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3. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau Kkarakteristik dari pelaksana kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran.  Karakter..penting..yang harus dimiliki oleh pelaksana
kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan
implementor.untuk tetap berada 'dalam-asa sprogram yang telah digariskan,
sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung
jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka
dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabilacsikapnya tidak mendukung maka
implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4.  Struktur Birgkrasi (Bureucratic Structure)

Struktur  organisasi - memiliki pengaruh . yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur-erganisasi ini melingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,
dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur
(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar
dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

34

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan
aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

b.  Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik

pelaksana tidak

atan-hambatan
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Menurut Nugroho (2014:671) isi kebijakan mencakup:
a.  Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Derajat perubaha

b
c.
d

@®

Ses pengawasan
aan dan tujuan-

<, membandingkan

manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan
rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki
dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap
pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan

fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara
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fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang
menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).5 Menurut

Bagir Manan sebagaiman dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa

erupakan suatu
proses yan : < menjaga aga aksa as, fungsi dan
wewenang tidak me | dari 1 yar 3 P dalam rangka

mencapai an o i v al rizen (2016 )

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan
kriteria, normanorma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya.
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu upaya peneliti untuk mencari

perbandingan dengan penelitian yang terdahulu, dan juga menjadikannya sebagai

acuan atau referensi.

Tabel 111 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul
Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam
Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur
Dalam Kota Pekanbaru.

NO Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1 | Gesaki Daitia | Pengawasan Sama-sama | Teori yang di
Anugerah | kendaraan  truk | meneliti gunakan berbeda
(2018) bertonase berat di | tentang
jalan umum kota | Pengawasan
pekanbaru Kendaraan
bertonase
Berat
2 Budi Analisis  fungsi | Sama-sama | Teori yang di
Gunawan pengawasan dinas | meneliti gunakan berbeda
(2019) perhubungan tentang
dalam Pengawasan
menertibkan Kendaraan
kendaraan bertonase
bertonase besar di | Berat

kota pekanbaru

Sumber : Olahan Penulis, Tahun 2020.

C. Kerangka Pikir

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa

kerangaka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah

yang penting. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa

kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang

keterkaitan hubungan pada setiap objek pemasalahan berdasarkan teori.
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Gambar I1.1: Kerangka Pikran Penelitian Tentang Implementasi Tugas
Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan
Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam
Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Implementasi Peraturan Daerah

Perda No 2 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Indikator Implementasi Kebijakan Menurut George
C. Edward Il (dalam Subarsono, 2011: 90-92)

{

1. Komunikasi.
2. Sumber Daya.

3. Disposisi.

4, Struktur Birokrasi.

Hasil Implementasi Kebijakan

Sumber: Modifikasi penelitian 2020.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses atau meneliti, maka
dijabarkan konsep operasioanal untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai
dengan judul penelitian, Adapun konsep-konsep operasional variabel dalam

penelitian ini adalah :
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Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit

kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan,kebutuhan) yang

diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

(kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar
berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
Implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor,
organisasi, prosedur dan tekhnik yang bekerjasama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak yang diinginkan

Komunikasi (Communication)
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Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan

proses penyampaian kebijkan atau informasi kebijakan dari pembuat
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tersebut

Disposisi

v

implementasi kebijaka

Sikap dari ’ a ‘ at berpengaruh  dalam
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak
mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi (Bureucratic Strukture)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah
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mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart
operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur

birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

E.

" @ dan indikator
dari variabel si operasional
variabel a finisi konsep)
tersebut, se am lingkup obyek
penelitian/obye ariabel dalam
penelitian i tabel dibawah
sebagai beri
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Tabel 11.2 : Operasional Variabel Tentang Implementasi Tugas Dan Fungsi
Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat
Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru.

Konsep Variabel Indikator Item Penilaian

Implementasi Komunikasi

pyusunan Program  Kerja

'I!];t“ "\“““ * @ Pengawasaan Mobil

L

ﬁihﬁ;

swasta yan
arahkan un
mencapai t
yang telah
digariskan

>

L%

dalam kepu
kebijakan.

Diartikan ba ! )
jadwal  Razia

terhadap mobil

TS 0L E

- ‘ l'l -
k_ebuakan perl < , tetapan SOP Pelaksanaan
tindakan- penegakan Peraturan

tindakan yang Kota  Pekanbaru
mengarah ang Angkutan jalan.
kepada enjalankan pemberian
pencapaian sanksi kepada pengemudi
tujuan. Van dan pemilik kendaraan besar
Meter dan VVan yang melanggar Peraturan
Horn dalam Daerah Kota Pekanbaru.
Nawawi

(2007:139)

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021.
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METODE PENELITIAN

khususnya di wilayah yang menjadi jalur perlintasan mobil-mobil besar seperti
Jalan Riau, Jalan HR. Soebrantas, JI.Soekarno Hatta, DII. Adapun alasan penulis
memilih lokasi penelitian tersebut adalah berdasarkan fenomena-fenomena yang
terjadi dilapangan terkait terkait kondisi dan situasi yang terjadi, dimana kondisi
saat ini memberikan fakta bahwa jalur-jalur yang masuk dalam zona larangan

untuk mobil berukuran besar sudah tidak lagi memiliki keteraturan lalu lintas dan

keberadaan mobil besar tersebut menambah kemacetan di dalam jalur kota.

43



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

44

C. Informan Penelitian
Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan

kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang

Kepala
Pengenc

Lintas

D. Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:
1. Data Primer
Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa
wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data
menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu

lainnya. Dalam data primer ini informan yang dapat memberikan data primer
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adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
Lalu Lintas Jalan, serta Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

2. Data Sekunder

-

.
|
"1
’
r
4

S
-
“‘

individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian
merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur
(misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin
diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti
kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari

sebagai non-partisipan hingga utuh.Pada umumnya observasi ini bersifat
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open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum

kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan

pandangan mereka.

b.
face-to-
partisipan,
focus group
interview ara dalé : e erdiri dari enam
sampal de artisip awancara seperti ini
tentu saja : " 1 ya secara umum tidak
terset E .. ( memunculkan
panda
Dan langkah-lang! 3 ap: ) 2 akukan wawancara adalah:
1) entukan informan
2) di bahan wawancara
3) Mengawali atau memb I Wawe a yang akan dilakukan dengan
informan.
4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah
ditetapkan.
5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan
mengakhirinya dengan sopan dan santun.
6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
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c.  Dokumentasi
Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa

Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku

(Creswell, 201¢ : alisis‘data kualitatif berikut:

Gambar | Anal : ASWe Terkait

yusun dan mempersiapkan data
untuk analisis

T

Data mentah (transkip, catatan
lapangan, gambar, dan sebagainya)

Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell
Gambar I11.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari

bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih
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interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan

susunan yang disajikan. Gambar 1l1.1 diatas disajikan lebih detail oleh Creswell

dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1.

Mengolah _dan  mempersiapkan data.~untuk ™ dianalisis. Langkah ini
melibatkan transkripsi wawancara, men-scaning materi, mengetik data
lapangan, atau memilah-milah /dan 'menyusun data tersebut ke dalam jenis-
jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general
sense atau infomasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara
keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan
partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan
dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?

Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.~Coding merupakan
proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum
memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan
atau gambar “yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan,
mensegmentasikan kaimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam
katergori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-
istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-
benar berasal dari partisipan.

Tahapan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang,
kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini
melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-

orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
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Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian
cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut
akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Menginterpretasi atau memaknai data..lnterpretasi bisa berupa makna yang
berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang
berasal dari literature atau,teori.

Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 111.2: Jadwal Waktu Penelitian Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas

Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di
Kota Pekanbaru.

No

Bulan Dan Minggu Ke

Jenis
Kegiatan September | Oktober | November | Desember | Januari Februari

112/ 314|1|2|3/4(1(2/3|4112|3|4/1/2/3/4/1/2|3|4

Penyusunan
Proposal

Ujian
Proposal

Revisi
Proposal

Kuisioner

Rekomendasi
survay

Survay
Lapangan

Analisis data

Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian.
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9 Konsultasi
Revisi Skripsi

Ujian
10 [Konferehensif
Skripsi

11 [Revisi Skripsi

12

Sumber :

H.

BAB I

BAB Il :
dari pengertian,
pustakaan. Dan

Operasional dan
n Variabel
BAB III:

Metode penelitian berisika ang Tipe penelitian, Lokasi Penelitian,
Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data,
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Jadwal dan
Kegiataan Waktu Kegiataan Penelitian dan Rencana Sistematika

Laporan Penelitian.

BAB IV: DESKRIPTIF LOKASI PENELTIAN
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Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian,

dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BABV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Sing a.Pekanbaru

Pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1784 — 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit VVan Her Inclance Zelf
Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan
Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada
tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO

KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

50
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Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah

status menjadi :

1.  Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarka
ei 1946.
2.
3.
4 g pada tahun
5.
6.
pakan akronim
dari : Bersih pakan semangat

bergelombang dengan ketinggian b antara 5-11 meter. dan dibelah oleh
aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km,
lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi
sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation
serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam

Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan

Tampan.
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Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

terbuka hij ). ari reg aru juga berada di
tengah teng ulau sur ! '_ < s darat melalui

jalan lintas ' suma rta menjadi titik i jaringan kabel

Merupakan salah satu kantc gan yaitu Dinas Perhubungan dengan
Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Dr. Sutomo No.

88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
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1. Visi
Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: Terwujudnya

Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan

a.  Meningkatkan k elamatan pelayanan jasa

.t‘\\‘

perhubungan  untuk dan pertumbuhan
perekonomian masyarakat.

b.  Meningkatkankemampuan pelayanan di bidang perhubungan.

c.  Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.

d.  Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.
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Sasaran dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, antara lain :

a.  Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian,

meningkatnya ana transportasi darat angkutan danau dan

b. ada masyarakat
c. ang perhubungan
d yang didukung
an peningkatan
e.
3.
gas melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasark dan tugas pembantuan bidang

perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan
wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepda Gubernur selaku wakil
Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :
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a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas

penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisali, dekosentrasi dan tugas

pembantuan dibid Jungan, serta_me gas — tugas lainnya

<\ W)
‘% .!.%“ | uk

bidang pehubungan,
komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan,

8.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

b.  Sekretaris
Sekretasis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu :
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Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum,

perlengakapan, keuangan dan penyusunan program dinas;

Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;

gedung kantor;
Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar
bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang
diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan

maupun tertulis;



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

57

13. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi,

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

kinerja bidang angkutan;

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang

angkutan;
6.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

58

Masing — masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

D.

dan petunjuk

Operasional;

Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Masing — masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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e. Bidang Keselamatan , Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang

Mengkoordinasik @’ tugas-tugas Keselamatan

e

dan Teknik Sarana Lalu “ sarana dan fasilitas Lalulintas Jalan,
Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Masing — masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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f. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu :

4. dan pengaturan
ransportasi;

5. laporan Bidang

6 -tugas Keselamatan

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Masing — masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

enelitian yang mengan | Implementasi Tugas

t\ z Ml
4‘ Q B '@ mmﬂm .3 onase Berat

engan identitas

dari informan.

pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas
Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki
jalan dalam Kota Pekanbaru ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas
informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah

mengenai identitas informan pada table dibawah ini :

61
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Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam

mengetahui sej tasi
dalam S
Pekanbaru Di Wﬁ&em&lw
<\ <

Table V.17 : in Inf
NO | Jeni
1 Laki = = = &=
2 | Pere —F 3 S
Jumlah == il || BRE]
Sumber: H at

Dari t as da[:b r \)Jenis
penelitian ini &Nﬁ i

Berdasarkan d
dominasi oleh laki-
2. Tingkat Pendidik

Secara teoritis pendidikan

i, Dinas Perhubungan
S alam Kota

pada tabel ini :

Persentase
100 %

100%

informan dalam
rjumlah 3 orang ,

penelitian ini di

an mempengaruhi seseorang dalam

memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat

dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan

melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat

dijelaskan pada tabel berikut :
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Tabel V. 2 : ldentitias Informan Menurut Tiingkat Pendidikan
NO | Tingkat Pendidikan Jumlah
1 SMP -
2 SMA 1
3 S1
6 S2

informan
lorang, sarjana 3 0ra : ut dapat diketahui
bahwa Informe ) banyak a d tu sebanyak 2

orang.

setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan

indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga
mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan.
Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah

ini:
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Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No | Tingkat Umur Jumlah Persentase
1. 121-30
2. |31-40

3. 41 -50
Jumlah

sebanyak
40%,Jadi berdas amba : ata-rata informan
dalam penelitia ative sudah de ang di jadikan
informan se

B.

yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru peneliti menggunakan Teori George

C Edward 111 sebagai grand teori.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara
atau administratur publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala
sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (llham Arief

Sirajuddin, 2014;3)
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Dalam pandangan Goerge C.Edward Il (dalam Sujianto,2008:15)
menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan,
Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk

implementasi  Ke 3 g...berhasi : angan primer untuk

2.

3. Sikap ( Disposisi)
Yaitu menunjukan karakteristik yang menepel berat pada implementator
kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh

implementator adalah kejujuran,komitmen,dan demokrasi

4. Struktur Birokrasi
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Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau
tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan

legisaif dan eksekutif, kekuasaan organisasi,derajat keterbukaan komunikasi

serta terpe grar ) an yang tinggi

pada organ

Pekanbaru . Pada Indikator Komunikasi ini berkaitan dengan Bagaimana
penyususnan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil dan Bertonase Berat dan
juga sosialisasi yang diberikan terkaitn dengan aturan yang terkait dengan hal
tersebut,selain itu juga berkaitan dengan penyediaan rambu lalu lintas Jalan.

.maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a.  Penyusunan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat.
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Penyusunan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat ini
diartikan sebagai bentuk Program yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru dalam pengawasan Mobil bertonase Berat yang sudah terlampir dalam
Surat Keputusan (SK) Peraturan. \Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019,
Hal ini_sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni
2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku' Pelaksana Pengawasan lalin Jalan,

mengatakan':

“ Terkait dengan penyusunan Program Kerja bidang Pengawasan Mobil
Bertonase Berat di Kota Pekanbaru, sudah terlampir di Surat Keputusan
Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019 tentang jalur
Angkutan Barang di Kota Pekanbaru , dan terkait dengan Peraturan ini
telah kami sosialisasikan pada tahun lalu dari Kepolisian dan Dinas
Perhubungan tentang lintas angkutan jalan™

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahuil terkait dengan

Penyusunan Program Kerja bidang pengawasan mobil bertonase Berat ini, Pihak
Dinas Perhubungan mengatakan- bahwa, terkiat' dengan program kerja telah
terlampir sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019
tentang jalur angkutan Barang di Kota Pekanbaru, selain itu kita melihat hasil
wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada
tanggal 22 Juni, mengatakan :
“terkait dengan penyusunan program kerja dari instansi tersebut saya tidak
mengetahuinya secara jelas, namun kami telah di beri infomasi terkait
dengan aturan yang berlaku dalam jalur angkutan barang di Kota
Pekanbaru , di situ terlampir rute lintas angkutan barang yg mana di Kota
Pekanbaru sendiri terdapat 4 Jalur lintas, yaitu linas Utara, Barat, Timur,
Selatan.”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu Supir kendaraan

bertonase berat yang melintasi jalur di Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dia

tidak mengetahui secara jelas seperti apa program kerja dari Dinas Perhubungan
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Kota Pekanbaru ,namun terkait dengan Jalur angkutan Barang mereka mengetahui
telah diatur oleh Perwako yang di dalamnya terlampir 4 Jalur Lintas untuk

Angkutan barang Bertonase Berat.

isi dari p - i : uh oleh Instansi

terkait.

b.

buat rambu lalu lintas meng ang masuk kendaraan bertonase berat
dan juga di buat rambu lalu lintas tambahan di setiap lingkar luar pada
Jjalan yang akan dimasuki,jadi sudah ada peringatan yang di larang masuk”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan
penyediaan rambu lalu lintas bahwa Dinas Perhubungan pada tahun 2020 telah
membuat beberapa rambu lalu lintas mengenai larangan masuk untuk kendaraan
yang bertonase Berat, selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif

salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

69

“terkait dengan rambu lalu lintas untuk kendaraan yang bertonase berat
memang sudah ada di buat oleh instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru tepatnya di beberapa jalur, seperti di beberapa jalur
yang ada di Kota Pekanbaru seperti jalur Barat,terdapat rambu lalu lintas
mengenai waktu untuk kendaraan bertonase melewati jalur tersebut”

alu lintas di

beberapa r : erto : entul ‘q h Pemerintah

Kota Peka

dukungan sumber daya yang memadai,maka kebijakan akan mengalami kesulitan
dalam mengimplementasinya Dalam hal ini sumber daya lah yang mebantu
keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu terkait dengan Tersedianya

Sumber Daya anggaran dan tersedianya Sumber Daya Manusia, maka peneliti

menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a.  Ketersediaan Sumber daya anggaran
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Pada Indikator ini terkait dengan Ketersediaan Sumber daya anggaran
diartikan bahwa Anggaran yang memadai sangat di perlukan dalam pelaksanaan
pengawasan Kendaraan Bertonase Berat selain itu anggaran juga dapat
mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan
kendaraan bertonase Berat. Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh
peneliti tanggal 22 Juni 2021 dengan-Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana

Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“terkait dengan Ketersediaan anggaran , anggaran disini berasal dari
Pemerintah Kota Pekanbaru kebagian pengawasan lalu Lintas jadi mereka
sudah terdapat beberapa kegiatan harian untuk melakukan pengawasan
kepada kendaraan-kendaraan bertonase berat agar tidak-memasuki wilayah
kota atau jalur yang di larang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selain itu
anggaran. tersebut juga di gunakan untuk sarana dan prasarana ,sarana
dan prasarana yang dimaksud seperti Dinas Perhubungan membutuhkan
trafickun dan papan tambahan”’

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan
ketersediaan anggaran , bahwa anggara-berasal dari Pemko Pekanbaru menuju
bagian pengawasan lalu lintas, anggaran ini untuk pengadaan Kkegiatan
pengawasan kepada kendaraan-kendaraan yang bertonase berat yang ingin
melintasi wilayah kota “di Pekanbaru. selain.itu Kita melihat hasil wawancara
dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22
Juni, mengatakan :

‘ terkait dengan anggaran kami tidak mengatahuinya, tetapi untuk

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi

kendaraan bertonase berat , saya menilai kurang maksimal karena masih
banyak kendaraan bertonase berat yang melintasi wilayah perkotaan

Pekanbaru, dengan ini dapat kita ketahui bahwa pengawasan yang di
lalukan kurang maksimal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada kendaraan-
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kendaraan bertonase berat dinilai kurang maksimal karena masih ada beberapa

Kendaraan bertonase berat memasuki jalur yang di larang oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru.

eneliti tanggal 22

Juni 2021, denc engawasan lalin Jalan,

“terkait dengan . QQ@% au ketersediaan personil kami
dalam melakukan penga tas sudah terdapat sekitar 200
personil dari Dinas Perhub n, jadi saya rasa untuk ketersediaan
personil kami telah cukup dan memadai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan
ketersediaan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan mengatakan bahwa
ketersediaan personil dalam melalukan pengawasan lalu lintas untuk kendaraan
Bertonase berat telah cukup dan memadai, selain itu kita melihat hasil wawancara

dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22

Juni, mengatakan :
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“saya tidak mengetahui secara jelas bagaimana ketersediaan personil
dalam melakukan pengawasan ini, yang saya ketahui bahwa personil Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru saya nilai belum maksimal dalam melakukan
pengawasannya, karena saya liat di beberapa jalur lintas angkutan barang
bertonase berat tidak ada anggota yang berjaga”

3.

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam
pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalur dalam Kota
Pekanbaru, pada indikator disposisi terdapat beberapa sub indikator antara lain
,Pengawasan oleh pimpinan terhadap anggota yang bekerja dilapangan,

selanjutnya penetapan jadwal Razia Rutin terhadap mobil bertonase Berat, , maka

peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :
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a.  Pengawasan oleh Pimpinan terhadap anggota yang bekerja di lapangan .

Pada indikator ini pengawasan oleh pimpinan terhadap anggota yang
bekerja di lapangan ini.di artikan sebagai Pimpinan_ikut langsung dalam proses
pengawasan yang di ‘lakukan  oleh™ personil dari.Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru di beberapa jalur yang tidak boleh di lewati oleh Kendaraan bertonase
berat. Hal int sesuai dengan Wawancara yang ‘dilakukan oleh peneliti tanggal 22
Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan,

mengatakan :

“Pimpinan sudah pasti jelas mengawasi, semua personil yang bekerja
selalu di_awasi olenh pimpinan supaya tidak melanggar. Peraturan Waki
Kota Pekanbaru sendiri dalam menjalankan tugas dalam hal pengawasan
kendaraan barang bertonase Berat.””

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan
pengawasan oleh pimpinan‘terhadap personil_yang bekerja di lapangan , bahwa
pimpinan terus memantai dan ikut mengawasi Setiap anggota personil yang
berjaga dalam mengawasi kendaraan yang bertonase berat, hal ini agar anggota
yang berjaga terus dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada. selain itu kita
melihat hasil wawancara dengan bapak.arif salah satu supir Kendaraan Bertonase
Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“saya menilai masih terdapat beberapa personil instansi tersebut dalam

mengawasi kendaraan bertonase berat ketika ada pimpinan yang ikut

kelapangan,dan ketika pimpinan mereka tidak ikut mengawasi di lapangan

maka, personil tidak banyak yang mengawasi kendaraan bertonase berat
tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu supir kendaraan

barang bertonase berat, mengatakan bahwa personil instansi tersebut melakukan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

74

pengawasan secara ketat ketika pimpinan instansi tersebut ikut bekerja dan turun

kelapangan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Fa

yang mem

kompetensi

BT S L

g‘a‘%\

perbedaan
dengan pela
melakukan pe
pada indikator
Peraturan Daera

'@ a&u | alan dan bagaimana

pemberian sanksi ke .Q nemilik kendaraan besar yang
W

melanggar Peraturan walikota ang jalur angkutan barang Kota
Pekanbaru. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah,

sebagai berikut :

a.  Penetapan SOP pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Walikota Pekanbaru

tantang Jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru



75

Pada indikator ini terkait dengan Penetapan SOP pelaksanaan tugas
penegakan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Jalur angkutan barang Kota
Pekanbaru ini, diartikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Perhubungan Kota = Pekanbaru._dalam _pelaksanaan pengawasan terhadap
Kendaraan barang bertonase Berat yang terlampir didalam Peraturan \Walikota
Pekanbaru nomor 649 tahun 2019 tentang-jalur,angkutan barang Kota Pekanbaru,
Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni
2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan,

mengatakan :

“terkait dengan penetapan SOP dalam pelaksanaan tugas penegakan
Peraturan. Walikota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019 tentang jalur
angkutan barang Kota Pekanbaru, untuk SOP. dari instansi kami sendiri
sudah ada dan tergabung di dalam Parwako”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan
penetapan SOP dalam pelaksanaan tugas-penegakan perwako Pekanbaru tentang
jalur angkutan barang Kota Pekanbaru ini, Tugas pokok dan fung Dinas
Perhubungan Kota pekanbaru telah terlampir di Perwako tersebut. selain itu kita
melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase
Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“untuk SOP dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan walikota oleh

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saya tidak mengetahuinya,kami selaku

supir kendaraan angkurang bertonase berat hanya mengikuti peraturan
vang ada ,dan menghindari larangan untuk melintasi jalur kota pekanbaru”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu supir
kendaraan bertonase berat yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak

mengetahui terkait dengan SOP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam
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pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Walikota nomor 649 tahun 2019 tentang

Jalur angkutan barang bertonase berat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil, observasi peneliti dilapangan bahwa Supir Kendaraan
Bertonase Berat tidak ‘mengetahui secara jelas tentang SOP. dalam Peraturan
Walikota Pekanbaru nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan barang Kota

Pekanbaru.

b.  Pemberian sanksi kepada Pengemudi dan pemilik kendaraan bertonase berat
yang melanggar jalur angkutan bertonase sesual dengan peraturan yang

berlaku.

Pada indikator ini terkiat dengan sanksi yang diberikan kepada pengemudi
dan pemilik kendaraan bertonase berat yang melanggar aturan walikota Pekanbaru
terkait dengan jalur angkutan.barang bertonase ‘di Pekanbaru, Hal ini sesuai
dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas , mengatakan : Hal ini
sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021,

dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“ terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pemilik kendaraan dan
pengemudi kendaraan bertonase berat yang melanggar aturan , sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2013 pada pasal
23 dijelaskan sanksi administrasi diberikan berupa; surat peringatan untuk
pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk
perintah menghentikan kendaraan yang di indikasika melanggar sebelum
masuk ke jalur umum, perintah memperbaiki prasarana umum dari akibat
pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara
operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin serta pencabutan
1zin.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan
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pemberian sanksi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan bertonase berat yang
melanggar aturan yang ada dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga
pencabutan izin , hal ini dilakukan agar kendaraan bertonase berat agar bisa
mematuhi peraturan yang ada-dan melintas.di-jalur yang telah di sediakan oleh
Pemerintah Kota Pekanbaru. selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak
arif salah satu supir Kendaraan /‘Bertonase, Berat, pada tanggal 22 Juni,
mengatakan':
“terkait dengan sanksi memang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru nomor 5 tahun 2013 , di pasal 23 dijelaskan tentang sanksi yang
dikenakan jika kami pengendara kendaraan bertonase berat melanggar,
sanksi mulai dari teguran yang diberikan hingga pencabuta izin ,kami juga
memahami akan hal ini akan berdampak buruk jika kami melintas jalur

umum, seperti prasarana umum seperti jalan bisa cepat rusak karena beban
kendaraan yang berat.”:

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengemudi dan
pemilik kendaraan bertonase berat telah mengetahui sanksi.yang diterima jika
mealnggar Peraturan tentang jalur angkutan bertonase berat, sanksi yang diterima

mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin.

Kesimpulan secara keseluruhan dari indikator terkait dengan Implementasi
Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase
Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru, pada indikator komunikasi
terkait dengan Penyusunan Program kerja bidang pengawasan Kendaraan
Bertonase Berat serta penyediaan Rambu lalu lintas yang mana untuk penyusunan
program kerja bidang pengawasan terlampir pada Peraturan Walikota nomor 649
tahun 2019 tentang jalur angkutan barang bertonase berat dan pemasangan rambu

lalu lintas untuk tidak melintasi jalur umum di beberapa jalur umum di Kota
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Pekanbaru. Selanjutnya pada indikator Sumber Daya terkait dengan Ketersediaan
Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya manusia, untuk hal ini anggaran

berasal dari pemko Pekanbaru untuk pembiayaan kegiatan pengawasan kendaraan

Pimpinan " y berjaga agar

dapat bekerja se de eraturan \ ‘b 5

ini terkait

rktur Birokrasi
ilik kendaraan
yang mela berupa sanksi

administrasi

C.

Kendaraan Bertonase Berat yang asuki jalan dalam Kota Pekanbaru,
menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya ,adapun Hambatan

tersebut, antara lain :

1. Masih Lemahnya Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru kepada Kendaraan Bertonase Berat yang masih ada

melintasi Jalur umum Kota pekanbaru.
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2. Masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan instansi
keapda petugas yang berjaga mengawasi kendaraan dilapangan, dilihat

dari tidak banyak petugas yang berjaga dilapangan, ketika tidak di awasi

oleh Pimpi




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

pengawasa : e Bere a pe ou lalu lintas yang

mana untuk pe )i erja_bidang penc an terlampir pada

Pekanbaru untuk pembiayaan kegiatan pengawasan kendaraan dan pemenuhan
sarana dan prasarna, dan untuk pengawasan didukung personil namun pengendara

Kendaraan bertonase berat tidak banyak melihat petugas yang berjaga.

Ketiga, Indikator Disposisi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh

pimpinan instansi kepada personil yang berjaga dilapangan, bahwa Pimpinan ikut

80
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terjun ke lapangan untuk mengawasi petugas yang berjaga agar dapat bekerja

sesuai dengan Peraturan yang ada

Keempat, Indikater Struktur Birokrasi terkait.dengan Pemberian sanksi

untuk lebih
raan bertonase

Jar aturan Jalur

Berat.

3. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih berani
memberikan sanksi tegas kepada pengemudi dan pemilik kendaraan
Bertonase berat yang melanggar aturan jalur angkutan barang Bertonase

Berat.



82

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik«Alfabeta: Bandung

Creswell, Jhon.W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darminta, Purwa. 2002. Kamus Bahsa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-"prinsip Perumusan’ Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara.

Labolo, Muhadam. 2011. Dinamika Birokrasi, Politik, Dan Pemerintahan Daerah,
Sentilan Cerdas Dari Hulu Sampai Ke Hilir. Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada.

Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru:marpoyan tujuh

Musanef, 1991. Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia, Jakarta : Haji
Masagung

Nawawi. H. Hadari. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang
Kompetitif, Cetakan ke-7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2001. Kybernelogi. Jakarta::\PT. Rineka Cipta.

, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Jilid
1-2. Rineka Cipta.

Rasyid, Harun. 2000. Dasar-dasar statistika terapan. Bandung: program
pascasarjana UNPAD.

Rauf, Rahyunir dan Yusri-Munaf. 2015. Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia.
Pekanbaru:Zanafa Publishing.

Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung:
Mandar Maju

Solichin, Abdul Wahab.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia.
. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT
Alfabet.



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

83

Suharno. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Syafi’ie, Inu Kencana. 2005. Pengantar llmu Pemerintahan. Bandung:Refika
Aditama

. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT




